


BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 54 TAHUN 2024

T.;NTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMA'r Tut+AN TANG MAHA ESA
\

BUPATI RATINGAN,

Menimbang   :   bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Peraturan  Daerah
Nomor  7  Tahun  2024  tentang  Anggaran  Pendapatan  day
Belanja   Daerah   Tahun   Anggaran   2025,   perlu   ditetapkan
Peraturan  Bupati  tentang  Penjabaran Anggaran  Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan
operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025;

Mengingat      :    1.   Undang-Undang     Nomor     5     Tahun     2002      tentang
Pembentukan  Kabupaten  K`itingan,  Kabupaten  Seruyan,
Kabupaten Sukamara,  Kabupaten Lamandau,  Kabupaten
Gunung   Mas,    Kabupaten    Pulang   Pisau,    Ka.bupaten
Murung  Raya  dan  Kabupaten  Barito  Timur  di  Provinsi
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun   2002   Nornor   18,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 4180);

2.   Undang-Undang     Nomor      1     Tahun     2004     tentang
Perbendaharaan    Negara    (Lelr)baran    Negara    Rlepublik
Indonesia  Tahun  20u4  Nomor  5,  Tambahan  Lembaran
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Undang   Nomor   7   Tahun   2021   tentang   Harrhonisasi
Peraturan     Perpajakan     (I+embaran     Negara     Rlepublik
Indonesia Tahun  2021  Nomor 246,  Tambahan  I,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6736) ;

3.   Undang-TJndang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem
Perencanaai`i  Pembangunan  Nasional  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  104,  Tainbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 )I;

4.   Undang-Undang     Nomor     1£     Tahun     2011     tentang
Pembentukan Peraturan Pcrundang-undangan (Lembaran
Negara    RepublLik    Indonesia   Tahun    2011    Nomor    82,#Oijr;irTambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
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5234)  sebagaj nana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir
dengan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2022  tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor  12 Tchun
2011     tentang    Pembentukan    Peraturan    Pertmdang-
undangan  (LembaLran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2022  Nomor  143,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 6801);

5.   Undang-Undang     Nomor     23     Tahun     2014     tentang
Pemerintahan     Daei.ah     (Lembaran     Negara     kepublik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan L¢mbaran
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Nomor   6   Tahun   2023   tentang     penetapan   P¢raturan
Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun
2022    tentang    Cipta    Keba.    menjadi    Undang+Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
238,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Nomor 6841);

6.   Undang-Undang Nomor  1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemedintahan
Daerah   (Lembaran   Negara   Re|)ublik   Indonesia   Tahun
2022   Nbmor  4,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 6757);

7.   Undang  -  Undang  Republik  Indonesia  Nomor  62  Tahun
2024  tentang Angga.`an  Pendapatan  dan  Belanja, Daerah
Tahun    Anggaran    2025    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Tanun 2C24 Nomor 226);

8.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  23  Tahun  2005   tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (I,embaran
Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2005   Nomor   48,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
4502)    sebagainana   telah   diubah   dengan   Peraturan
Pemerintah  Nomor  74  Tahun  2012  tentang  Pembahari
at&s Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005' tentang
Pel\3elolaan Keuangan Badan Layanan Umum  (Lembaran
Negara   Republik   Indonesia    Tahun   2012   Nomor    171,
Tambahan  Lembaran  Negara  Pepublik  Indonesia  Nomor
5340);

9.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   5   Tahun   2009   tentang
Bantuan   Keuangan   Kepada   Partai   Politik   (Lembaran
Negara   Republik   Indonesia   Tahun    2009    Nomor    18,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
4972),  sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir
dengan   Peraturan   Pemerintah   Nomor   1   Tahun   2018
tentang   Perubahan   Kedua   €itas   Peraturarl   Pemerintah
Nomor 5 Tahu]   2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada
Partai   Politik    (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun   2018   Nomor    1,   Tambahan   Lembaran   Negara
Republik Indonesia Nomor 6177);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
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Republik  Indonesia  Tahun  2017  Nomor  106,  Tarnbahan
Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Nomor    6057),
sebagaimana telah diubah deligan  Peraturan Pemerintah
Nomor  1  Tahun  2023  tentang r`erubahan atas Peraturan
Peme;i/I:ntah Nomor 18 Tchun 2017 tentang Hak Keuangan
dan    Administratif    Pimpinan     dan    Anggota    Dewan
Perwakilan  Rakyat  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2023  Nomor  6,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6847) ;

11.Peraturan   Pemerintah   Nomor   37   Tahun   2023   tentang
Pengelolaan  Dana Transfer  ke  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2023  Nomor  loo,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883) ;

12.Peraturan   Pemerintah   Nomor   12   Tahun   2019   tentang
Pengelolaan     I{euangan     Daerah     (Lembaran     Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2019  Nomor  42,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun
2024 tentang Rjncian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah    Tahun    Anggaran    2025    (Lembaran    Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);

14. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  36  Tahun  2018
tentang  Tata  Cara  Penghitungan,  Penganggaran  IDalam
Anggaran  Pendapatan  dan  B€,lanja  Daerah,  dan  Tertib
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Partal  Politik  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2018   Nomor   630)   sebagaimana   telch   diubah   diengan
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  78  Tahun  2020
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36  Ta.hun  2018  tentang Tata  Cara Penghitungan,
Penganggaran  Dalam Anggaran  Per.dapatan  dan  Belanja
Daerah,  dan Tertib Administrasi  Pengajuan,  Penyaluran,
dan  Laporan  Pe -tanggung).awaban  Penggunaan  Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Repub]ik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1777);

15. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  90  Tahun  2019
tentang     `Klasifikasi,      Kodefikasi      dan      Nomerlklatur
Perencanaan Pembaligunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor  1447);

16. Peraturan  Menteri  Dalarn  Negeri  Nomor  77  Tahun  2020
tentang  Pedoman  Teknis  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
(Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2020  Nomor
1781);

17. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  9  Tahun  2021
tentang Tata Cara Evaluasi Ran cangan Peraturan Paerah
tentang   Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Daerah,
Rancangan     Peraturan     Daerah     tentang     Perubahan
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah,  Rancangan
Peraturan  Kepala  Daerah  tentang  Penjabaran  Anggaran
Pendapatan   -dan    Belanja    Daerah,    dan    Ranca I
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Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik lndr)nesia Tahun 2021  Nomor 431);

18. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  15  Tahun  2024
tentang Pedoman Pcnyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja  Daerah  Tahun  Anggaran  2025,   (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

19.Peraturan    Daerah    Nomor    8    Tahun    2022    tentang
Pengelolaan     Keuangan     Daerah     (Lembaran     Daerah
Kabupaten  Katingan  Tahun  2022  Nomor  8,  Tambahan
Irembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 83,  Nomor
Register Peraturan Daerah Ktlbupaten Katingan,  Provinsi
Kalimantan Tengah : 06,108/i _ 22).

MEMUTUSEN :

Menetapkan    :    PERATURAN   BUPATI  TBNTANG   PENJABARAN   ANGGARAN
PENDAPATAN  DAN  BELANJA  DAERAH  TAHUN   ANGGARAN
2025.

i                        Pasal  1

Dalarn Peraturan Bupati ini yang di naksud dengan :
1.  Pemerintah     Daerah     adalah     Bupati     sebagai     unsur     penyelenggara

Pemerintah  Daerah  yang  memimpin  Pelaksanaan  urusan  pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2.  Anggaran  Pendapatan   dan   Belanja  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat
APBD  adalah  rencana tahunan keuangan daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah,

3.  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Katingan.

4.  Pendapatan  Daerah  adalah  hah.  daerah  yang  diakui  sebagal  penambah
nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

5.  Belanja Daerah  adalah  semua kewajiban  Pemerintah  Daerah yang diakui
sebagai  penambah  nilai  kekayaan  bersih  daTar)1  periode  tahun  anggaran
berkenaan.

6.  Pembiayaan  Daerah  adalah  setiap  yang  perlu  dibayar  kembali  dan/atau
pengeluaran  yang  akan   diterima  kembali,   baik  pada  tahun   anggaran
berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

7.  Penerimaan    Daerah    adalah    uang    yang    masuk    ke    Kas    Daerah.
Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah.

8.  Pajak Daerah  adalah  kontribusi wajib  kepada daerah yang terutapg oleh
orang  pribadi  atau  Badan  yang  bersifat  memaksa  berdasarkan  Undang-
Undang   dengan   tidak   mendapatkan   imbalan   secara   langsurig   dan
digunakan  untuk  keperluan  daerah  bagi  sebesar-besarnya  kemakmuran
rakyat.

3:grDchterdlrlafaspendapatanDapears=2BelanjaDaerahdanpembiay,afi¢ly
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Pasal 3

Pendapatan     daerah     Tahun     AIlggaran     2025     direncanakan     sebesar
Rpl .474.579.284.490,00 yang bers.umber dari :
a.  Pendapatan Asli;
b.  Pendapatan Transfer; dan
c.  Lain -lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Anggaran  Pendapatan  asli  daerah  sebagaimG.n.1  dimaksud  dalan  pasal  3
huruf a direncanakan sebesar Rpl33.197.130.490,00  yang terdiri atas:
a.  Pajck Daerah;
b.  Retribusi Daerali
c.   Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d.  Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

(2) Pajak daerah  sebagaimana qi:maksud pada ayat  (1)  huruf a direnoanakan

(3) See?:Sb:s:P8d5a.e9r:i.5]s4e.££g4aimana    dimaksud    pada    ayat    (1)    huruf   b
direncanakan sebesar Rp7. 547.880.558,00

(4) Hasil   pengelolaan   kekayaan   daerah   yang   di   pisahhan   sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.500.000.000

(5) Lain-lain  pendapatan  asli  daerah yang  sah  sebagainana  dinaksud  pada
ayat (1) humf d direncanakan sebesar Rp36.190.735.708,00

Pasal 5

(1) Pendapatan   transfer   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   3   huruf   b
direncanakan sebesar Rp I.334.332.154.000,00 yang terdiri atas:
a.  Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b.  Pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan  transfer pemerintah  pusat  sebagaimana dimaksud  pada ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rpl.290.765.554.000,00;

(3) Pendapatan  transfer  antar  daerah  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp43.566.600.000,00

Pasal 6

(1) Lain  -  lain  Pendapg``+an  Daerah  yang  Sah  sebagainana  dihasud  dalam
pasal  3  huruf  d  direncanahan  sebesar  Rp7.050.000.000,00  yang  terdiri
atas:
a.  Pendapatan Hibah;
b.  Dana darurat;
c.  Lain-lain  pendapatan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturali  perundang-

undangan;
(2) Pendapatan    hibah    sebagaimana    dimaksud    pada   ayat    (1)    huruf   a

direncanakan sebesar Rp50. 000. 000,00
(3) Dana damrat sebagainana dimaksud pada ayat (1) hurut b direncanakan

sebesar RpO,00
(4) Lain-lain   pendapatan   sesuai   dengan   ketentuan   peraturan   perundang-

undangan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a  direncanakan
_ _1_  _             -    --_ _    _ _  _    _  _  _sebesar Rp7.000.000.000
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Pasal 7

Anggaran   belanja   daerah   tahun   anggaran   2025   direncanakan   sebesar
Rp1.631.703.634.490,00yangterdiriatas:
a.   Belanja operasional;
b.  Belanja modal;
c.   Belanja tidak terduga;\dan
d.  Belanja transfer.

Pasal 8

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimcksud dalam pasal 7 huruf
a direncanakan sebesar Rp 1.041.518.520.483,47 yang terdiri atas:
a.  Belanja pegawai;
b.  Belanja barang dan jasa;
c.   Belanja bunga;
d.  Belanja subsidi;
e.   Belanja hibah; dan
f.   Belanja bantuan sosial.

(2)Belanja    pegawai    sebagaimana    dimaksud    pada.    ayat    (1)    huruf    a
direncanakan Rp562.297. 778.093 ,00

(3) Belanja  barang  dan jasa  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  b
direncanakan sebasar Rp391.899 .649.420,05

(4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada a.yat (1) huruf d direncanakan
sebesar Rp 1.850.000.000,00

(5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat  (1)  huruf e direncanakan
sebesarRp81.376.652.970,42

(6) Belanja  bantuan   sosial   sebagaimana  dimaksud   pada  ayat   (1)   huruf  f
direncanakan sebesar Rp4.094.440.000,00.

Pasal 9

(1) Anggaran  belanja  modal  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  8  huruf b
direncanakan sebesar Rp302.561.368.406,53 yang terdiri atas :
a.  Belanja modal tanah.
b.  Belanja modal peralatan dan mesin.
c.  Belanja modal bangunan dan gedung.
d,  Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.
e.   Belanja modal aset tetap lainnya; dan
f.   Belanja modal aset tidak terwujud;

(2) Belanja   modal   tanah   sebagaill..ana   dimaksud   pada   a.yat   (1)   huruf  a
direncanakan sebesar Rp713. 500.000,00

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp79.231.319.6 45,42

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c direncanakan sebesar Rp 117.637.593.112,85

(5) Belanja  modal  jalan,  jaringan,   dan  iriga`c,`,i  setiagaimana  dimaksud  pada
ayat (1) huruf d direncanakan set esar Rpl04.757.417.748,26

(6) Belanja  Modal  Aset  Tetap  Lainnya  sebagaimaia  dimaksud  pada  ayat  (1)
huruf e direncanakan sebesar Rp 127.137.900

(7) Belanja modal  aset  lainnya  sebagaimana  dimaksud  pada ayat  (1)  huruf e
direncanakan sebesar Rp94.400.000,OO.

Pasal  10

Anggaran belanja tidak terduga sebagainiana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c
direncanakan sebesar Rp40.260.000.000,00

•\
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Pasal  1 1

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dim8ksud dalam Pasal 8  huruf d
direncanakan sebesar Rp247.363.745.600,00 yang terdiri atas :
a.  Belanja bagi hasil; dan
b.  Belanja bantuan keuangan

(2)Belanja    bagi    hasil    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (1)    hurruf   a
direncanakan sebesar Rp7.500.000.000

(3) Belanja bantuan keuangan  sebagaimana dimaksud  pada ayat (1)  huruf b
direncanakan sebesar Rp239.863.745.600,00

Pasal  12

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 terdiri atas:
a.  Penerimaan pembiayaan; dan
b.  Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  12
huruf  a  terdiri  atas  sisa  lebih  perhitungan  anggaran  tahun  anggaran
sebelumnya direncanakan sebesar Rpl57.124.350.000,00

(2) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
Huruf b terdiri dari Penyertaan Modal Daerah yang direncanakan sebesar
RpO,OO                                  \

Pasal 14

(1) Selisih   antara  anggaran  pendapatan   daerah  dengan   anggaran   belanja
daerah         mengakibatkan         ter.i adinya         surplus / (defisit)         sebesar
Rp(157.124.350.000)

(2) Pembiayaan    neto    yap.g    merupakan    selisih    penerimaan    pembiayaan
terhadap         pengeluaran         pe mbiayaan         direncanakan          sebesar
Rp 1 57.124.350.000

Pasal  I 5

Uralan  lebih  lanjut  anggaran  pendapatan  dan  belanja  daerah  sebagainana
dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Katingan ini terdiri dari :

1.  Lampiran I Ringkasan  Penjabaran  APBD  :rang  Diklasifikasi  menurut
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, belanja
dan Pembiavaan;

2,  Lampiran 11 Penjabaran APBD  menurut Urusan  Pemerintahan Daerah,
Orgamsasi,   Program  Kegratan,   Sub  Kegiatan,   Kelompok,
Jenis   Objek,   Rincian   Objek   Pendapatan,   Belanja   dan
Pembiayaan;

3.  Lampiran Ill Daftar  Nana  Penerima,  Alamat  Penerina,   dan  Besaran
Hibch;

4.  Lanpiran IV Dafter  Nama  Penerima,   Alamat  Penerima,   dan  Besaran
Bantuan Sosial;

5.  Lampiran V Daftar   Nama   Penrima,   Alamat   Penerima,   dan   Besaran
Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;DaftarNamaoPenerimaTAlamatPenerima,danBesaran

6.  Lampiran VI
belania bagi hasil;

7.  Lampiran VII Rincian     Dana     Otonomi     Khusus     menurut     urusan
pemerintahan  daerah   organisasj   Progranl     e  .at'       ffl    an, quW#



kegratan,    kelompek,   jenis,    objek,    dan    rincian    objek
pendapatan, belania dan pembiavaan;

8.  Lampiran VIII Rincian    DBH-SDA    Pertambangan    Minyak    Buni    dan
Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas
Bumi)  menurut  urusan  pemerintalian  daerah,  organisasi,
program  kegiatan,  sub  kegiatan,  kelompok,  jenis,  objek,
dan rincian obiek pendapatan, belania dan pembiayaan;

9.  Lanpiran IX Rincian  Dana  Talnbahan  Infrastruktur  menurut  urusan
pemerintahan  daerah,  organisasi,  program,  kegiatan,  sub
kegiatan,    kelompok,    jenis    objek,    dan    rincian    objek
pendaptan, belani.a dan   embia`'^ in;

0.  Lanpiran X Sinkronisasi         kebij akan         pemerintah         Kabupaten
Katinganpada daerah perbatasan Dalam Rancangan Perda
tentang APBD den Rancangan Perkada tentang Penjabaran
APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal  16

Pelaksanaan   penjabaran   APBD   yang   ditetapkan   dalam   peraturan   ini
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pel;aksanaan anggaran satuan kerja
perangkat daerah sesuai dengan ke entuan perundangan- undangan.

Pasal  17

Peraturan Bupati Katingan ini mulai berlakei pada tanggal diundangkan.

Agai. setiap  orang mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan Peraturan
Bupati Katingan dengan penempatarmya dalam Berita Daerah.

Ditetaphan di Kasongan

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal


